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ABSTRAKSI : - Bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja aparatur di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di
Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, perlu
disusun petunjuk teknis tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang
efektif dan efisien.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: 'UU Nomor 17 Tahun 2003'', ''UU Nomor
1 Tahun 2004'', ''UU Nomor 15 Tahun 2004'', ''PP Nomor 45 Tahun 2013'', ''PERPRES
Nomor 7 Tahun 2015'', ''PERPRES Nomor 63 Tahun 2015'', ''KEPPRES Nomor 121/P
Tahun 2014'', ''PMK Nomor 113 Tahun 2012'', ''PER MKP Nomor 25 Tahun 2012'',
''PMK Nomor 57 Tahun 2015'', ''PER MENPAN Nomor 6 Tahun 2015'', '' PER MKP
Nomor 23 Tahun 2015''

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Kegiatan
Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur
Penyelenggaraan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan harus disertai dengan Surat Penyataan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK). Mengatur Prosedur penggunaan ruang pertemuan/rapat di luar
kantor sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Mengatur Laporan
penyelenggaraan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor disampaikan oleh Satker
kepada Inspektorat Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 10 dan dilengkapi
data pendukung yaitu surat Tugas, surat pernyataan PPK tentang tidak tersedia ruang
rapat dengan fasilitas yang memadai, daftar hadir, dan laporan kegiatan. Mengatur
Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pertemuan/rapat di luar
kantor secara berkala untuk menilai ketaatan, efisiensi, ekonomis, dan efektivitas
kegiatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07/04/2016
- Lampiran: 13 hlm


